SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR: 4 /HK.04/11/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKANGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang

Mengingat

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media

Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Simeulue agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien,
efektif, transparan dan bertanggung jawab;

bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain
mengatur mengenai penetapan akun media sosial resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang
Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum  di lingkungan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Simeulue;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-. ......
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terahir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109 );

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemillhan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar
Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atan Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1249);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum  Komisi
Pemililhan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaiman telah beberapa kali diubah,
terahir dengan Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum

Provinsi. ......



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan = Komisi Pemilihan  Umum Nomor
134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi pemilihan
Umum;

10. Keputusan Komisi  Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh
Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang
Pengambil alihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-
2023

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.

Menetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagai berikut :

a. Fanpage Facebook : jdihkpu.simeulue

b. Instagram : jdihkpu_simeulue

c. Twitter : jdihkpu_simeulue

Akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

Simeulue sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

Simeulue,

KETIGA . ..



KETIGA

KEEMPAT
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Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan/atau
anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
Sub Koordinator Hukum dan SDM
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KRETARIT, :



